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a. bahwa , sungguhpun menuruf Peraturan Pemez-Ln cah Penggan ti 
Undang-undang No. 4 ta.bun 1950, La.mpiran A No. IV, Propi:nsi 
Sumatera Tengah diberi kelruaso.an atas pen.gairan umun dan 
kelruasaan atas pema.lcaian air, nazaun menur ;t .. pasa.l 4 aj at 
2 un truk de.pat inendje.lankan kelcuaaaan-skekuas aaa 1·~u mas i.h 
har-ue din an tikan d,ie.dakanp.j a Pera turan pel aksanaan pada 
waktu penjerahan, sehingge. kini belu.m dapat diketahui 
batas-batas tugas Propinsi dalam uruean itu; 

b, pahwa oleh kar ena apa jang ter.sebut de.lam ajat a. diata.s 
ini, Propinsi SUJ11atera Tengeh belum dapat mengatur mase.la.~ terse but; 

c. bahwa peraturan Dewan Propinsi tereebut djuga dipandang 
dari. sudut materieel-technia kurang sempurna an eara lain 
karena : 
1, pemeliharaan dan pembagian air untuk pengairen jang dieerahlcan kepada beberapa tangan sebagai dikenendaki 

oleh peraturan Dewan Propinsi teraebut diatas, adaJ.ah kurang m.anfaat dan akan meminta tenaga dan biaja jang 
tida.k sedikit; hal tersebut tjukup diurus oleh da.n di 
pertanggung-djawabkan kepada Din.as Pekerdjaan Umuin Pro pinsi.da.n Deaa (Negeri) jang bersangkutan; 

2. pembentulcan panitya-panitya.pengairan di masing-masing 
wilajah (ketjamatan), kabupaten dan Pr~pinDi seoage.i· 
dikehendaki o'l.eh Peraturan Dewan Propi:nei tersebut di 
atas, adalah kurang rasionil dan dipanda.ng tjukup ada 
nja satu Panitya Pengairan di masing-masing kabupaten, 
jang dapat rn~_mahamkan dan mem.pertimbangken asmua soal- 
soal 1 tu dengan aepenuhn j a ; · 

d , bahwa berhubung d~gen hal-hal diatas dan pula mengingat 
lcenjataan, bahwa pada waktu ini soal peraira."l diluar 
Djawa dan Madura bertarobah 1uaa,. aehingga memerlu.k.an 
peraturan-peratura.n jang aentral dan uniform, lepas dari 
pendapat perseorangan dimasing-masing daerah, un.tuk mana 
perlu dipakai Peraturan Pere.iran Umwn tah:un 1936 (Stbl.489 sebagai dasar/pedoman guna pembikinan pe,raturan perairan 
d.imasing-masing daerah, Peraturen Dewan Pemerintah Daerah 
Sementara Prop1nsi Sumatera Tengah tersebut tidak.dapat 
disahk:an; . · 

a, Pera tu·ran Dewan Pemerin tah Daer ah Semen ta:r"- Prouinsi 
Sumatera. TenBo.h tanggal 1 Nopember 1951 No,44/D:P.S./51 
tentang pemeliharaan p~ngo.iran dan pembag:lo1."l air; 

b. aurat-ourat Menteri Dala111 Negeri tanggal 13 Maret 1952 
No.~es,9/9/49 dan tang&al 16 Oktobe1• 1952 No.Dea,9/24/33; 

c , surat-surat Menteri Pekerdjaan U111um dan T•3nage. tanggal 5 
Pebruari 1952 No, U. 25/13/17 dan tangge.l 1:2 Agustua 1.952 
No.Kab,1/13/2; · . · 

KAMI , P:RESIDE'N REJ?UBLIK INDDN'BS.IA 
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Di tetapkan di Dj akart::L 

pa.de. ta.nggal 7 Nopembor 1952 • . q~ t,}?RESIDEN REPUBLIK INDOtlESIA, 
. ,,;:;· /'?'~-~Y"t--0 p . 

, pemeliharae.n penga.ir1m da.n pembagian air. 

Menetapkan: 

Tidak menge aahkan Pere.tu.ran Dewan Peme:i:-1(1,tah Daera.h Semen·~a.ra Pro 

pinsi Sumate:i:-a. Tengah ta.nggal l Nopember 1.951 No.44/D.P,S./51 tentang . . : . 

MEMUT1J.SKAN: 

Menginga.t: pa.sal. 83 dan pase.l. 85 Unda.ng-undang Daaar Se~cntara, pasa1 
29 dan. pa.sal. 30 Undang-unde.ng Repu'olik Indonesia dahuJ.u 
No,22 te.h.un 1948, Peraturan Pemerintah Peng{.!anti Undang 
undang Ilepu'blik Indoneaia dahulu No. 4 tahun 1950 dan Pere. 
turan Pem.erintah No.l tahun 1951 (Lembaran Neaara. No;1); 
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